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MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
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NO

MONITORING

EVALUASI

TINDAK LANJUT

3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei
Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan
[l Tanggal 1 Juli 2025 s.d. 30 September 2025

Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan
Negeri Palembang SPKP Periode Triwulan Il Tanggal
1 Juli 2025 s.d. 30 September 2025, jumlah tersebut
didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan
surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk
mengisi SiSuper.

Terdapat 3 nilai terendah dari 8 unsur Survei Persepsi
Anti Korupsi (SPKP) yaitu :

1. U1 Dengan Nilai 1912;

2. U2 Dengan Nilai 1912;

3. U3 Dengan Nilai 1912;

» Tindaklanjut atas monev 3 (tiga) nilai terendah
agar segera dilaksanakan untuk perbaikan
terhadap pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang.

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi:

Respon(U1)

> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-1
dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai
berikut :
— Apakah informasi pelayanan pada unit layanan
ini tersedia melalui media elektronik (website,
tulisan berjalan dIl) maupun non elektronik

(brosur, banner, poster dll) ?

Tindaklanjut:
» Terdapat informasi berupa website, brosur dan

juga informasi yang ditampilkan pada TV PTSP




Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi:
Persyaratan (U2)

> Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur
ke-2 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyazan
sebagai berikut:
- Apakah persyaratan pelayanan yang
diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan pengadilan ?

Tindaklanjut:
» Terdapat ceklist layanan dan juga brosur yang

berisi persyaratan pelayanan;

Prosedur (U3)

> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3
dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai
berikut :
— Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang
ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?

Tindaklanjut:
» Terdapat prosedur yang telah dimuat pada website

Pengadilan Negeri Palembang.

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilan
Negeri Palembang Triwulan IIl Tanggel 1 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025.
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Denda Tilang Surat Keterangan - Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

INFORMASI BERUPA WEBSITE, BROSUR DAN TV PTSP
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Point 2

Surat Keterangan Tidak
Pernah Terpidana

i

i
A

=+ Surat Permohonan dari pemohon

+ Surat Pernyataan Pemohon Bermaterai
+ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
.
.

Fotokopi Kartu Keluarga
Fotokopi Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) Legalisir dengan

Melampirkan Surat Keterangan |
Catatan Kepolisian (SKCK) Asli. -
Permohongn Waarmerkin g * Foto Latar Merah Ukuran 4x6 (4 i
Surat-syrqt, Lembar) i
Permohun ans - » Fotokopi ljazah Terakhir
urat Kuasg s
Insidentil Membayar PNPB Rp. 10.000 (Sepuluh

Ribu Rupiah)
* Permohonan SuratKuasa

Khusus
- Pengaduan serta Informas!

Prosedur:

Masyarakat/ Pemohon dapat
Menguplead Persyaratan
B — o ; Pendaftaran Ke Website:

0 Permoh_onun
Waarmerking

* Surat Permohenan yang ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri
Palembang yang dibuat oleh pemohon

* Asli dan Fotokopi Surat
Keterangan/Pernyataan Ahli Waris dari
Kelurahan Diketahui Ahli Waris Dari
Kelurahann Diketahui Oleh Camat dan
Dileges di Kantor Pos

¢ Asli dan Fotokopi Surat Kuasa Waris
dari Kelurahan diketahui oleh Camat
dan dileges di Kantor Pos

= Asli dan Fotokopi Akta Nikah dan .
dileges di Kantor Pos :

1.Yang Meninggal
2.Ahli Waris

* Asliserta Fotokopi Surat Keterangan
Kematian dan dileges dikantor pos

* Asliserta Fotokopi Akta Kelahiran Para
Ahli Waris dan dileges di Kantor Pos

* Fotokopi Kartu keluarga :

1.Yang Meninggal
2.Ahli Waris
* Asli serta Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) :
1.Yang Meninggal
2.Ahli Waris

i

« Asli serta Fotokopi Buku Tabungan/
Deposito dan dileges di Kantor Pos.

Ll At Kuasa Khyg, sl
(Sur Ki a Khy IS A Iﬂwmmﬁplﬂmn.
* Fotokopi SuthunnuKnuwn

* Fotokopi Beritq Acarg
s
R UM dari Pengjan Tinggi
. choknp! Kartu Tanda Pendyauk (KTP) Pemberikycsy
da Penduduk (KTP) Penerima Kuos

da Advokat (KT4) apabilg ol
kuasa adalah Advokat/Pengacara. B

* Membayar PNBP sebesar Rp. 10,000, (Sepuluh Ribu
Rupiah)

.. éAiur Pelayanan
icepaniteraan Muda Hukum :

Pemohon Layanan Membawa
Berkas atau Mendaftarkan
Permohonananya
= Berkas tersebut diterima oleh pihak
o situs Mohkamah AU PTSP Kepaniteraan Muda Hukum
| « Aplikasi SIWAS mﬁ;,p:::gunggnldf | Pengadilan Negeri Palembang.
Mtpsil'l"iw‘“‘m 3 » Berkas diperiksa kemudian diproses
atsapp : i i i - petugas PSTP Kepaniteraan Muda

- Hukum Pengadilan Negeri
- Palembang
* Pemohon Membayar Biaya
* Proses selesai

Pengaduan dan
Informasi
Pengaduan dapat di

melalui:

BROSUR PERSYARATAN PELAYANAN



CEKLIST PERSYARATAN PELAYANAN
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Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

- Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat
Keterangan Tunjangan Sosial lainnhya seperti Kartu Keluarga miskin (KKM), dapat mengajukan permohonan pembebasan  biaya perkara.

- Mengisi formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (PPBP) dan mengajukannya beserta dokumen persyaratan kepada Ketua Pengadilan melalui
Petugas Meja | dengan berkas gugatan

- Dalam perkara tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang persiapan.

- Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.

- Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan
Layananan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

- Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

- Hari Pelayanan setiap Hari Kerja.

B g 2hasa Indonesia v

>

BerAKHLAK m\gﬁ ini

(=]

Denda Tilang Surat Keterangan Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sitem konvensional atau elektronik.
Perkara Perdata

Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun Perdata Gugatan /Gugatan Sederhana dapat diajukan dengan cara konvensional maupun Elektronik

1 Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan
yang diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya radius para pihak yang berperkara. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain
- Surat Gugatan/Surat Permohonan
- Surat Kuasa (Tika Menggunakan Kuasa)
- Fotokapi Kartu Identitas Prinsipal
2 Pengajuan Perkara Secara Elektronik dapat diajukan melalui http://ecourtmahkamahagung goid
2 Khusus untuk Pengacara/ Advokat pengajuan/pendaftaran perkara Perdata waiib dilakukan secara elektronik

Perkara Pidana

Pengajuan perkara pidana secara umum diajukan secara konvensional, akan tetapi apabila terjadi kondisi yang dapat menghambat pengajuan perkara secara Konvensional maka pengajuan
perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik.

1 Pengajuan perkara Pidana secara konvensional dilakukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa beberapa
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Denda Tilang Surat Keterangan Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sitem konvensional atau elektronik.
Perkara Perdata

Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun o g maupun Elektronik.

1 Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan
yang diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumiah dan biaya radius para pihak yang berperkara. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain
- Surat Gugatan/Surat Permohonan
- Surat Kuasa (iika Menggunakan Kuasa)
- Fotokopi Kartu Identitas Prinsipal
2 Pengajuan Perkara Secara Elektronik dapat diajukan melalu http:/ fecourtmahkamahagung.goid
IKh tuk perkara Perdata waiib dilakukan secara elektronik

Perkara Pidana

Pengajuan perkara pidana secara umum diajukan secara konvensional, akan tetapi apabila terjadi kondisi yang dapat menghambat pengajuan perkara secara konvensional maka pengajuan
perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik.
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Denda Tilang Surat Keterangan E-Court ektori Putusan Info Perkara Pengaduan

Prosedur Peminjaman Arsip Perkara

Prosedur Peminjaman Arsip pdi

. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
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PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP PERKARA
GADILAN NEGERI PALEMBANG
W Ustuk Paninjaman dari dalim Entansi
1 Peminjaman mengisi formuli Peminjaman Berkas Pears.
2 Pominjam mengsi Buks Pemninjam Berkas Parkara
3. Petugas yang menganbil berkas perlans yasg akan dipinam dilsh St
‘Pangelola Arsip atau Paniora Mads Hkum.
4. Patagas Pengella srsp mogecek Kelengkapsn i berkas perkara yang akan
dipinjam pada st ssbslum dan sesudsh disersbia kepada Peminjam
5. Apabila terdzpat kehilangan | kerusakan tabadzp berkas perkara pada saat

PROSEDUR YANG TERDAPAT PADA WEBSITE



